
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 1963

TENTANG

NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK BELANDA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan

milik Belanda yang ada dalam wilayah Republik Indonesia perlu

ditentukan perusahaan-perusahaan yang dikenakan nasionalisasi;

b. bahwa perusahaan-perusahaan Veem adalah merupakan cabang

produksi yang panting bagi masyarakat dan menguasai hidup

orang banyak, oleh karena itu dipandang perlu perusahaan itu

dikenakan nasionalisasi;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;

2. Undang-undang No. 86 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun

1958 No. 162) tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;

3. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun

1959 No. 5) tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang- undang

Nasionalisasi Perusahaan Belanda;

4. Peraturan.Pemerintah No. 31 tahun 1963 (Lembaran-Negara

tahun 1963 No. 52) tentang Pembubaran Badan Nasionalisasi

Perusahaan Belanda;

5. Undang-undang No. 10 tahun 1960;

Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri Perhubungan Laut;

Memutuskan : …
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Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan

Veem Milik Belanda.

Pasal 1.

Perusahaan-perusahaan Veem milik Belanda yang ada dalam wilayah

Republik Indonesia, sebagai terperinci pada pasal 2 dikenakan

nasionalisasi.

Pasal 2.

Perusahaan-perusahaan Veem termaksud pada pasal 1 ialah :

1. milik N.V. "Maatschappij tot het drijven van commissiehandel en het

exploiteren van pokhuizen prauwen te Panarukan (dewasa ini disebut

Veem Kartanegara),

2. milik N.V. "Esser Veem" (dewasa ini disebut Veem Sawung galing);

Nasionalisasi tersebut meliputi seluruh cabang-cabang dan bagian-bagian

dari perusahaan-perusahaan tersebut di Indonesia.

Pasal 3.

Pelakasanaan serta follow-up dari pada tindakan nasionalisasi kedua

Veem tersebut diatas diserahkan kepada Menteri Perhubungan Laut.

Pasal 4. …


